LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan
pcjabat  struktural dan dalam rangka untuk
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 314);
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3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU - Diktum KESATU Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 63 Tahun
2018 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan Dr. Salusra Widya, MA, Nomor Induk Pegawai
19610509 198812 1 001, Golongan (IV/d), sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA . Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam jabatan lama tetap
bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH,
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